
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI BENGKAYANG 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG 

NOMOR :262  /DISDIKBUD/TAHUN 2022 

     

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 

285/DISDIKBUD/TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR 

SISTEM INFORMASI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 

KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN  

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

KABUPATEN BENGKAYANG 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

BUPATI BENGKAYANG, 

 
Menimbang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat : 

 ​  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.​ bahwa adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka 

perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati 

Bengkayang Nomor : 285/DISDIKBUD/TAHUN 2022 

tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Bidang 

Pendidikan, Kebudayaan, Kepegawaian dan Bagian 

Keuangan Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Bengkayang; 

 

b.​ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan  

Keputusan Bupati; 

 

1.​ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3823); 

2.​ Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

 

 

 



 

 

 

 

4.​ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4301); 

5.​ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

 
6.​ Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 

 

7.​ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 

8.​ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 

9.​ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5157); 

10.​ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

 

 



11.​ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322); 

 

12.​ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2021tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 

13.​ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 

14.​ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 

tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2102); 

 

15.​ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114); 

 

16.​ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

17.​ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 158); 

18.​ Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

512); 

19.​ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten 

Bengkayang Nomor 4); 

 

20.​ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 

2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang 

Nomor 7); 

 

 

 

 

 



21.​ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 

2021 Nomor 11); 

 

22.​ Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Standar Harga 

Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 

Nomor 68); 

 

23.​ Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 

Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 

11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 11); 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan​ :​  

KESATU​ : ​ Mengubah Atas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 

: 285/DISDIKBUD/TAHUN 2022 tentang Penujukan 

Operator Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian 

Keuangan dan Bagian Kepegawaian Di Lingkungan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Bengkayang Tahun Anggaran 2022. 

KEDUA​ :​ Perubahan Sebagaimana dimaksud pada Diktum 

Kesatu adalah Perubahan pada Lampiran Keputusan, 

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

lampiran keputusan ini. 

 

KETIGA​ :​ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di  Bengkayang 

Pada tanggal                          2022       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMBUSAN: 

1.​ Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;          

2.  Inspektur Kabupaten Bengkayang; 

3.​ Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang; 

4.​ Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang; 

5.​ Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bengkayang; 
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